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Abstrak
Pemerintah maupun masyarakat luas pada umumnya meyakini bahwa fenomena teror dan terorisme belum atau malah tidak akan hilang dengan begitu mudah. Masih terdapat kalangan masyarakat yang dianggap bersedia dan mampu melakukan teror. Radikalisme merupakan pandangan yang ingin melakukan suatu perubahan mendasar sesuai dengan interpretasi ideologi yang dianut ataupun realitas sosial yang ada. Perubahan radikal tersebut dapat dilakukan dengan cara persuasif yang damai tetapi juga dapat dengan kekerasan fisik ataupun kekerasan simbolik. Program deradikalisasi pada dasarnya berangkat dari asumsi bahwa terorisme berawal dari radikalisme. Oleh karena itu, upaya memerangi terorisme lebih efektif melalui deradikalisasi. Esensinya adalah mengubah pemahaman atau pola pikir yang dianggap keliru dan menyimpang. Pencegahan terorisme melalui konsep deradikalisasi merupakan langkah proaktif dan memerlukan kehati-hatian dengan pertimbangan kemajemukan masyarakat Indonesia dan kerentanan kemajemukan terhadap konflik sosial masyarakat. Perkembangan dan pola tindak pidana terorisme di Indonesia, upaya deradikalisasi dalam penanggulangan terorisme di Indonesia, dan faktor penghambat dan upaya pemecahan masalah dari deradikalisasi dalam penanggulangan terorisme di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan metode pendekatan yang digunakan yang digunakan untuk menjawab isu hukum dalam kajian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, pendekatan filsafat, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan, analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. 

Hasil penelitian ini adalah radikalisme merupakan pandangan yang ingin melakukan suatu perubahan mendasar sesuai dengan interpretasi ideologi yang dianut ataupun realitas sosial yang ada. Deradikalisasi yang menjadi formula terbaru untuk mengatasi ancaman terorisme memiliki kaitan dengan deideologisasi. Pemerintah melalui Polri menggalakan upaya deradikalisasi terorisme. Deradikalisasi merupakan perubahan pola dalam penanganan terorisme saat ini. Pada dasarnya deradikalisasi merupakan proses meyakinkan kelompok radikal untuk meninggalkan penggunaan kekerasan dalam bertindak. Deradikalisasi dapat berkaitan dengan proses menciptakan lingkungan yang mencegah tumbuhnya gerakan radikal dengan cara menanggapi akar penyebab yang mendorong tumbuhnya gerakan radikal.
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A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

Terorisme telah dijadikan sebagai bentuk kejahatan yang luar biasa (extraordinary), dikarenakan akibat yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut berdampak sangat luar biasa, seperti halnya menimbulkan korban manusia meninggal dunia dan luka berat yang bersifat massal dan acak, kerugian materiel atau menimbulkan kerusakan lingkungan yang luar biasa serta berimplikasi terhadap penurunan kualitas sosio-ekonomi masyarakat dan mengancam keamanan serta perdamaian umat manusia (human security). Ciri khas keluarbiasaan lainnya mengenai terorisme di Indonesia khususnya, bahwa terorisme merupakan kejahatan transnasional (transnational crime) dan terorganisir (organized of crime), kejahatan transnasional yaitu suatu kejahatan lintas negara yang berkolaborasi saling berkontribusi antara pelaku kejahatan di dalam negeri dengan organisasi kejahatan  yang berada di luar negeri. Melihat lingkupnya dan dampak yang ditimbulkan serta modus operandinya yang melampaui kejahatan-kejahatan konvensional, maka tindak pidana terorisme disebut sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Terorisme juga dianggap sebagai “hostes humanis generis” musuh umat manusia, sehingga memerlukan tindakan dan langkah yang bersifat luar biasa untuk dapat mengungkap dan mencegah tindak pidana tersebut (extraordinary measures) (Ali Masyar, 2009: 6).

Merebaknya fenomena terorisme di Indonesia jelas sangat merugikan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Tindakan terorisme yang telah terjadi memaksa pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum untuk membuat suatu kebijakan (policies) dalam rangka melakukan pengamanan yang lebih ekstra, agar kemudian tindakan terorisme yang merugikan tersebut tidak terulang di kemudian hari. Oleh karena itu, supremasi hukum sudah seharusnya ditegakkan di Indonesia, terutama dalam hal menyangkut tindak terorisme yang sangat berdampak destruktif bagi kelangsungan hidup manusia. Namun, penindakan melalui upaya paksa dan penangkapan pelaku narapidana terorisme saja tidaklah cukup untuk membuat paham radikal yang melekat pada teroris tersebut hilang. Malah terdapat indikasi, justru sebaliknya narapidana teroris tersebut menyebarkan paham radikal ke dalam lembaga pemasyarakatan dan sangat  mempengaruhi narapidana lainnya. Fenomena penyebaran pemahaman radikal di dalam Lembaga Permasyarakatan (Lapas) tidak terlepas dari kondisi Lapas itu sendiri. Menurut Peter R. Neumann, salah satu permasalahan penjara yang menjadi sorotan adalah bahwa penjara memiliki peran yang besar dalam narasi gerakan radikal militan di era modern. Penjara merupakan tempat yang rentan (vulnerable) bagi terjadinya radikalisasi. Radikalisasi yang dimaksud adalah proses dimana narapidana “biasa” terekrut dan terlibat dalam kelompok ekstrim di dalam penjara atau proses dimana narapidana yang memang sudah terlibat dalam kelompok ekstrim menjadi lebih radikal dan menyebarkan pemahaman radikalnya ke narapidana lain (Farid Septian, 2010:111).

Kebijakan memerangi terorisme harus senantiasa berdasarkan beberapa prinsip, pertama, perlindungan kebebasan sipil serta penghargaan dan perlindungan hak-hak individu. Pembatasan terhadap hak-hak demokratik seperti itu hanya dapat dilakukan terhadap hak yang tidak termasuk ke dalam nonderogable rights, dalam jangka waktu sementara dan untuk kepentinganpublik. Kedua, pembatasan dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Ini dapat dilakukan dengan menerapkan sepenuhnya prinsip checks and balances dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan, spesialisasi fungsi institusi pelaksana kebijakan dan tersedianya mekanisme akuntabilitas publik bagi pelaksana kebijakan (Budi Hardiman, 2003:50-51). 

Deradikalisasi menjadi aktual belakangan ini sebagai suatu bentuk pendekatan baru dalam rangka mencegah dan menanggulangi ancaman dan bahaya terorisme di Indonesaia. Kata deradikalisasi sendiri berasal dari bahasa Inggris deradicalisation yang kata dasarnya adalah radical. Kata radikalisasi sering digunakan untuk menggambarkan proses dimana individu mentransformasi pandangan mereka terhadap dunia dari kondisi suatu masyarakat yang cenderung “normal” menuju masyarakat yang cenderung “ekstrim”. Dalam beberapa kasus, individu tersebut kemudian akan melibatkan diri mereka dalam tahap berikutnya yaitu melakukan tindakan-tindakan kekerasan (Farid Septian, 2010:114). Radikalisasi tidak hanya dimotivasi oleh suatu landasan ideologi tapi juga dipengaruhi oleh faktor lain. Sebagai contoh, kasus terorisme pada awal tahun 2016, Afif alias Sunakim merupakan residivis kasus pelatihan perang dan kepemilikan senjata api. Afif diduga merupakan salah satu pelaku teroris yang tewas dalam aksi teror bom di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Afif diketahui berusia 32 tahun dan berasal dari Sumedang, Jawa Barat. Afif merupakan anak didik langsung Sulaiman Aman Abdurahman orang yang mengklaim sebagai amir negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Asia Tenggara. Pada tahun 2010,  Densus 88 Antiteror pernah menangkap Afif di Aceh atas perkara pelatihan perang dan kepemilikan senjata. Afif menjatuhkan hukuman penjara selama tujuh tahun (Harian Sindo, 2016).

Konsep deradikalisasi belum banyak yang mendefinisikan, tapi pada dasarnya deradikalisasi adalah suatu usaha untuk mengajak para teroris dan para pendukungnya untuk meninggalkan penggunaan kekerasan. Seperti usaha diplomasi publik yang bertujuan untuk “memenangkan hati dan pikiran” (ICG, 2007:1). Deradikalisasi menjadi populer dalam siklus kontra terorisme, yang juga dapat berarti suatu proses konseling yang bertujuan pada memodifikasi interpretasi naskah-naskah religius, memberi jarak atau melepaskan ikatan (disengagement) seseorang dari kelompok jihad tertentu, atau dukungan untuk merehabilitasi dan reintegrasi narapidana teroris ke dalam masyarakat (ICG, 2007:7). Menurut The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence (ICSR), istilah deradicalisation dan disengagement menggambarkan proses dimana individu atau kelompok untuk melepaskan keterlibatan mereka dalam organisasi kekerasan atau kelompok teroris. Deradikalisasi secara substantif bertujuan untuk merubah tindakan dan ideologi individu atau kelompok. Sedangkan disengagement berkonsentrasi pada memfasilitasi perubahan perilaku, melepaskan ikatan (disengage) dan menolak penggunaan kekerasan (Farid Septian, 2010:114).

Deradikalisasi terorisme diwujudkan dengan program reorientasi motivasi, re-edukasi, resosialisasi, serta mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain bagi mereka yang pernah terlibat terorisme maupun bagi simpatisan. Lebih lanjut Golose, menekankan bahwa program deradikalisasi harus bisa melepaskan ideologi-ideologi dalam diri teroris, atau menghentikan penyebaran ideologi itu. Sehingga dalam pelaksanaannya (deradikalisasi) perlu dilakukan bersamaan dengan deideologi. Deideologi ini kunci utama dalam penyadaran serta proses reorientasi ideologi teroris untuk kembali ke ajaran yang benar. Proses deradikalisasi sebenarnya adalah pembalikan dari proses radikalisasi yang dimulai dari perekrutan, pengidentifikasian diri, indoktrinasi, dan pemahaman jihad yang disesatkan. Jadi, proses deradikalisasi dimulai dari identifikasi dan klasifikasi narapidana dan mantan narapidana, fokus penanganan terpadu, disengagement dengan pendekatan humanis, soul approach (pendekatan jiwa) dan deideologi, multikulturalisme dan kemandirian (Farid Septian, 2010:115-116).

Pendekatan lunak (soft approach) lazim dilakukan melalui program deradikalisasi seperti mengedepankan fungsi intelijen dan pembinaan masyarakat di tingkat kewilayahan yang mencakup kemitraan, serta kebijakan berbasis persetujuan dan legitimasi publik, bukan sekadar menerapkan peraturan. Program deradikalisasi pada dasarnya berangkat dari asumsi bahwa terorisme berawal dari radikalisme. Oleh karena itu, upaya memerangi terorisme lebih efektif melalui deradikalisasi. Esensinya adalah mengubah pemahaman atau pola pikir yang dianggap keliru dan menyimpang. Pencegahan terorisme melalui konsep deradikalisasi merupakan langkah proaktif dan memerlukan kehati-hatian dengan pertimbangan kemajemukan masyarakat Indonesia dan kerentanan kemajemukan terhadap konflik sosial masyarakat. Konsep deradikalisasi harus dijadikan “kontra-ideologi terorisme” dan melembaga dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sampai pada lapisan masyarakat terbawah. 

Pola dan jaringan dari sekian banyak kasus terorisme yang terjadi di Indonesia, pola dan jaringannya terlihat mengalami perubahan dan berkembang dari satu pola ke pola yang lain. Konsep deradikalisasi perlu diperkuat dengan komitmen pemerintah untuk meniadakan ketidakadilan sosial dan ekonomi masyarakat luas. Implikasi perubahan sudut pendekatan tersebut mengubah substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dalam perang melawan terorisme. Ketiga unsur sistem hukum antiterorisme tersebut harus bermuara pada deradikalisasi terorisme sebagai sasaran antara menuju “bumi hangus akar terorisme” dalam masyarakat Indonesia. Melawan terorisme itu tidak semata menggunakan pola pengerahan kekuatan dan kemudian peanangananya melalui tindakan keras. Akan lebih baik bila penanganannya dengan cara melakukan pencegahan dengan menggunakan soft power. Oleh karena itu, penerapan deradikalisasi terhadap terpidana teroris dilakukan dengan merahabilitasi sebagai upaya penyadaran pemahaman yang salah. Di samping itu juga, sangat diperlukan peran para tokoh masyarakat maupun tokoh agama dalam upaya memberikan pendidikan agama yang benar dan mereduksi berkembangnya  ideologi radikal. 

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini masalah-masalah pokok yang akan menjadi penelitian adalah:

a. Bagaimana perkembangan dan pola tindak pidana terorisme di Indonesia dibandingkan dengan negara lain?

b. Bagaimana upaya deradikalisasi dalam penanggulangan terorisme di Indonesia?

c. Apakah kebijakan formulasi deradikalisasi dapat diformulasikan menjadi undang-undang khusus deradikalisasi?

B. METODE PENELITIAN

Dalam rangka penelitian mengenai mencari keadilan melalui konseptualusasi dan kontekstualisasi deradikalisasi (soft power) dalam penanganan terorisme dihubungkan dengan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menggunakan metode penelitian sebagai berikut: jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Metode penelitian deskriptif analitis adalah metode yang mengkaji masalah-masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antar-fenomena yang diteliti (Nazir, 1999:63-64). 

Berkaitan dengan topik penelitian ini, maka akan dikaji data sekunder yang berkaitan dengan mencari keadilan melalui konseptualusasi dan kontekstualisasi deradikalisasi (soft power) dalam penanganan terorisme dihubungkan dengan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menetapkan standar atau norma tertentu terhadap suatu fenomena dengan mengkaji data sekunder. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder (Soemitro, 1990:11). Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan historis yang bertujuan untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif. Berkaitan dengan topik penelitian ini, maka akan dikaji data sekunder yang berkaitan dengan konseptualusasi dan kontekstualisasi deradikalisasi (soft power) dalam penanganan terorisme.
C. PEMBAHASAN

1. Perkembangan dan Pola Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Sejak berakhirnya Perang Dingin, terorisme bukan lagi sekedar aktivitas lokal maupun nasional dengan tujuan-tujuan sebatas untuk menyampaikan agenda-agenda kelompok. Terorisme adalah sebuah bentuk jaringan yang melibatkan kerja banyak orang dari banyak negara dengan tujuan yang berlapis. Terorisme juga bukan dipandang lagi sebagai sekedar gerakan pembebasan etnis nasionalisme dan kartel mafia tetapi merupakan fenomena multi wajah yang terdiri dari berbagai lapisan baik pelaku, motif dan taktik yang terus berevolusi sepanjang waktu (Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, 2001:260). Eskalasi dari kegiatan ini di awal dekade tahun 2000 adalah peledakan menara WTC pada tanggal 11 September 2001 di Amerika Serikat. Dalam hal ini mulai banyak terjadi perubahan dalam perspektif tentang bagaimana menanggapi dan menangani aktivitas terorisme. Jika masalah keamanan dan kekuasaan negara sebelumnya didisain untuk menghadapi ancaman yang terlihat (tangible threats), maka dengan terorisme sebagai sebuah bentuk ancaman yang tidak terlihat (intangible threats) patut pula menjadi sebuah perhatian baru. Ancaman yang tidak terlihat tersebut sangat sulit untuk di hadapi dengan sebuah tindakan pencegahan konvensional (pre-emptive) karena bisa terjadi kapan saja, mencederai siapa saja dan pelaku yang tidak mengenal satu sama lain. Artinya, pusat konflik di dunia saat ini bukan lagi berupa kompetisi antar negara untuk hegemoni global melainkan di satu sisi kapitalisme global dengan proses homogenisasi dan sekularisasi serta di sisi lain berwujud fundamentalisme religius dan etnis (Andrew Tan dan Kumar Ramakhrisna, 2002:3). Aksi terorisme di beberapa negara yang berlatarbelakang radikalisme terjadi, di antaranya:

a. Bom Madrid oleh Brigade Abu Hafts al-Masri

Serangan bom teroris di stasiun kereta api Madrid Spanyol, terjadi pada tanggal 11 Maret 2004. Peristiwa ini tentunya menjadi pukulan yang berat bagi pemerintah Spanyol. Hal ini dapat dirasakan, sebab serangan ini telah menewaskan 200 orang tidak berdosa dan melukai kurang lebih 1400 orang lainnya.

b. Al-Qaeda for in the Islamic Maghreb (AQMI) di Kawasan Maghreb

Pada prinsipnya aksi-aksi yang dilakukan AQMI bertujuan menghancurkan kepentingan Israel, terutama yang berada di kawasan Afrika Utara. Aksi teror yang dilakukan AQMI diklaim sebagai reaksi mereka atas perbuatan Israel yang dianggap menindas kaum muslimin. Pada tahun 2002, sebuah aksi pengeboman dilakukan terhadap Synagog (tempat peribadatan umat Yahudi) di Tunisia. Aksi lain berupa bom bunuh diri dilakukan kelompok ini pada tahun 2003 di Casablanca Maroko, aksi bom ini diarahkan ketiga sasaran sekaligus, yakni sebuah restoran Spanyol, konsulat Belgia, dan sebuah klub komunitas Yahudi.

c. Teoris Al-Jazair: Group Islamic Armed (GIA)

Pembentukan GIA di Al-Jazair dapat ditelusuri sejak tahun 1980-an sampai 1990-an. Karena itu, ada sekitar 1000 sampai 1500 veteran mujahidin pergi meninggalkan Pakistan dan Afganistan kemudian tinggal menetap di Al-Jazair. Salah seorang diantaranya adalah Mustafa Bouyali adalah seorang pelopor pergerakan Islam militan di Al-Jazair dan berpengaruh ajaran jihad. Inti pembentukan GIA berasal dari Al-Muwahhidun Group dengan tokoh kunci Said Qari. GIA bertujuan untuk mendirikan negara Islam di Al-Jazair dan dunia Islam. Daerah operasi GIA adalah daerah Al-Jazair. Sedangkan 60-65% kadernya beroperasi di daerah Boumerdes-Blida region, Bel-Abbes, Tiaret, Tlemcen, dan Prancis.

d. Aksi Bom di London

Serangan terorisme di Inggris terjadi pada 7 Juli 2005. Serangan teroris yang terjadi di kota London mengakibatkan jatuhnya 52 orang tewas dan lebih dari 770 orang luka-luka. Pengeboman dilakukan di tiga jalur kereta bawah tanah, ditambah sebuah ledakan bom di sebuah bus bertingkat (double-decker bus) yang berselang satu jam setelah ledakan pertama. Aksi terorisme di London tersebut, diklaim oleh Al-Qaeda sebagai bagian dari aksi mereka (Petrus Reinhard Golose, 2009:18-25).
Radikalisme merupakan pandangan yang ingin melakukan suatu perubahan mendasar sesuai dengan interpretasi ideologi yang dianut ataupun realitas sosial yang ada. Perubahan radikal tersebut dapat dilakukan dengan cara persuasif yang damai tetapi juga dapat dengan kekerasan fisik ataupun kekerasan simbolik. Pada akhirnya, radikalisme cenderung identik dengan tindak kekerasan bahkan sampai pada bunuh diri menuju kebermaknaan hidup yang diyakininya. Perbedaan persepsi individu dengan faktor-faktor yang memengaruhi tindakan kekerasan ataupun pemikiran pada akhirnya memunculkan adanya istilah-istilah lain yang memiliki kedekatan dengan radikalisme, misalnya terorisme, kekerasan politik, separatisme, dan kejahatan terorganisasi. Persoalan demikian tergantung perbedaan motivasi, tempat, waktu, dan respons budaya. Radikalisasi pada dasarnya istilah untuk menggambarkan adanya proses seseorang melakukan transformasi pemikiran dan pemahaman atas kondisi normal masyarakat menuju kondisi yang tidak normal, yaitu pembolehan melakukan tindakan kekerasan. Terorisme di Indonesia cenderung merupakan terorisme yang bermotivasikan agama. Karenanya pemberantasan terorisme di Indonesia memiliki tantangan tersendiri. Tantangan tersebut adalah:

a. Upaya pemberantasan terorisme berhadapan dengan keyakinan dan ideologi;

b. Radikalisasi yang berjalan secara sistematis dan terorganisir di dalam masyarakat;

c. Kemampuan organisasi terorisme bermetamorfosis; dan

d. Penanganan terorisme semata-mata dititikberatkan pada hukuman pidana (Petrus Reinhard Golose, 2009:46).

Di Indonesia agama merupakan isu yang sensitif, tidak jarang terjadi konflik horisontal akibat kesalahpahaman dalam kehidupan beragama. Oleh karena itu, dibutuhkan ekstra kehati-hatian ekstra dalam menangani kejahatan terorisme yang bermotivasi agama. Perlu ditegaskan bahwa pemberantasan terorisme bukanlah pemberantasan terhadap suatu umat agama tertentu. berbagai pemikiran sesat dan destruktif, dijadikan dogma bagi diri teroris. Bom bunuh diri, jihad, anti partisipasi, merupakan nilai-nilai yang ditanamkan secara intensif dan hampir tidak ada dialektika kritis bagi kesesatan pemikiran mereka. Pemikiran-pemikiran tadi dibangun menjadi sebuah landasan untuk mendirikan negara islam, dan mereka tidak mau turut berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Ini menunjukan mereka sama sekali tidak peduli dengan roh bangsa Indonesia yakni Pancasila dan prinsip Bhineka Tunggal Ika yang mencita-citakan persatuan, kesatuan, dan kerjasama positif untuk membangun bangsa dan negara (Petrus Reinhard Golose, 2009:47).

ISIS (Islamic State in Iraq and Syiria), merupakan sebuah fenomena baru dalam dinamika lingkungan strategis global dan regional, khususnya di Timur Tengah. ISIS, yang resmi berdiri pada 2013 dan pada 2014 berubah namanya menjadi Islamic State (Negara Islam) merupakan sebuah kekuatan aktor non-negara (non-state actor) yang kemudian berkembang menjadi kekuatan yang menyaingi dan bahkan mampu mengalahkan negara serta menjadikan dirinya kekuatan yang harus diperhitungkan oleh negara-negara adidaya dan masyarakat internasional. ISIS sampai saat ini dikenal sebagai kelompok jihad dan takfiri yang memiliki landasan idiologis fundamentalis islam radikal dan trans-nasional yang dikembangkan dari paham teologi sunni, khususnya aliran Wahabisme. Sejak kemunculan 2013, ISIS telah melakukan berbagai aksi bersenjata melawan pemerintah di Irak dan Suriah dan telah menelan korban jiwa puluhan ribu orang dan harta benda yang besar di wilayah kedua negara. Tindakan-tindakan kekerasan ISIS yang dinilai sebagai aksi teror dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Muhammad A.S. hikam, 2016:1-2).

Penanganan tindak pidana terorisme telah berkembang dengan penggunaan alat teknologi bernama komputer, dan perilaku kejahatannya telah berubah pola dengan penyalahgunaan alat teknologi komunikasi dan informasi. Menurut Basrief Arief, menyatakan: “Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang membutuhkan pola penanganan yang luar biasa pula (extra ordinary measure) yang berbeda dengan penanganan tindak pidana pada umumnya” (Basrief Arief, 2013:v). Tindak pidana terorisme menjadi perhatian dunia, karena sifatnya yang melakukan teror dengan menggunakan perangkat komputer (computer related crime) dalam melakukan aksi tindak pidana terorismenya tentunya dengan convergance teknologi memudahkan kejahatan terorisme dalam ruang maya bergerak leluasa disebabkan jangkauan sasaran dan objek yang dituju bersifat tanpa batas (borderless). Cyber terrorism dinyatakan sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) dan semua negara menyoroti tindak kejahatan ini yang berdampak pada gangguan keamanan negara dan setiap orang yang menjadi warga negara tidak merasa aman dan tenang oleh aksi kejahatan teroris yang mulai berinvasi ke dalam ruang maya (cyber space). Kejahatan terorisme dikatakan extra ordinary crime itu karena sifat kejahatan teroris kini bergerak melakukan aksinya melampaui batas negara dan terorganisir (transnational organice crime).

2. Upaya Deradikalisasi Dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia

Pemberantasan terorisme minitikberatkan pada hukuman pidana, mengingat hukum pidana bagian dari hukum, maka sudah sepatutnya hukum pidana mengabdi pada tujuan hukum yakni, ketertiban. Hukum pidana bagian dari lapangan hukum publik memiliki fungsi mengatur hubungan antara warga negara dan negara, dalam hal ini mencakup hubungan individu dan masyarakat. Melalui kewenangan dan kekuasaan yang ada padanya, negara dapat menjatuhkan hukuman (pidana) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan tertentu, yang ditetapkan sebagai kejahatan atau pelanggaran dalam ketentuan perundang-undangan (Petrus Reinhard Golose, 2009:67). Sehingga pengertian pidana adalah sebagaimana diuraikan van Hammel, yang menyatakan:

“Suatu penderitaan bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakan oleh negara” (Petrus Reinhard Golose, 2009:67).

Deradikalisasi merupakan perubahan pola dalam penanganan terorisme saat ini. Deradikalisasi yang menjadi formula terbaru untuk mengatasi ancaman terorisme memiliki kaitan dengan deideologisasi. Kata deradikalisasi diambil dari istilah bahasa Inggris deradicalization dengan kata dasar radical. Deradikalisasi terorisme diwujudkan dengan program reorientasi motivasi, re-edukasi, resosialisasi, serta mengupayakan kesejahteraan sosial atau kesetaraan dengan masyarakat lain bagi mereka yang pernah terlibat terorisme maupun bagi simpatisan, sehingga timbul rasa nasionalisme dan mau berpartisipasi layaknya Warga Negara Indonesia. Rehabilitasi merupakan terminologi yang lazim digunakan dalam menjelaskan upaya perbaikan perilaku teroris (Petrus Reinhard Golose, 2009:82). Dalam Black’s Law Dictonary, menjelaskan suatu upaya untuk memperbaiki tingkah laku narapidana sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat dan tidak terlibat kejahatan. KUHAP yang merupakan pedoman untuk pelaksanaan penyelidikan, dan penuntutan, hingga penjatuhan putusan dalam Pasal 1 KUHAP, definisi rehabilitasi adalah:

“Hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam program deradikalisasi terorisme di Indonesia, tidak dapat terwakili dengan baik oleh terminologi rehabilitasi. Pada kenyataannya, deradikalisasi terorisme, tidak terbatas pada perlakuan yang diberikan pada napi, tetapi juga mencakup keluarga narapidana, hingga masyarakat luas. Begitu pula dalam menanggapi definisi dalam KUHAP, upaya rehabilitasi di sini bukanlah suatu pemulihan hak-hak individu. Deradikalisasi terorisme dilakukan untuk melampaui keterbatan hukum pidana itu sendiri. Bahkan individu dalam tingkatan tersangka program deradikalisasi sudah dapat diberikan kepada mereka, karena program ini berupaya memberikan pencerahan dan pemaknaan yang baik dan benar, tanpa harus bertabrakan dengan penegakan hak asasi manusia. Sehingga bila digunakan terminologi rehabilitasi dalam menjelaskan deradikalisasi terorisme yang diberikan dan dijalani bagi individu pada tingkatan penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan, akan menimbulkan kerancuan makna, dan rawan salah pengertian. Menurut Petrus Reinhard Golose, menyatakan:

“Untuk mengatasi keterbatasan terminologi rehabilitasi menguraikan upaya deradikalisasi terorisme yang dilaksanakan di Indonesia, yaitu reorientasi motivasi dan re-edukasi. Memperbaiki motivasi dalam diri teroris dan simpatisannya, serta masyarakat secara umum, merupakan hal sangat vital. Perilaku agresif dan destruktif dalam diri mereka perlu diarahkan menuju pada motivasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih positif. Di sisi lain memberikan mereka pendidikan baik itu pendidikan agama maupun pengetahuan lain yang akan membuka cakrawala berpikir mereka, sekaligus memberikan mereka kemandirian” (Petrus Reinhard Golose, 2009:83-84).

Pemerintah melalui Polri menggalakan upaya deradikalisasi terorisme. Upaya ini ditujukan untuk mengimbangi upaya pemberantasan terorisme melalui cara konvensional, misalnya penggerebekan, penangkapan, sampai dengan penghentian aksi teror. Deradikalisasi terorisme ini dilakukan sebagai upaya pencegahan dini, sehingga mematahkan potensi berkembangnya gerakan terorisme tersebut. Upaya ini dapat berjalan dengan penyampaian informasi yang tepat kepada masyarakat dan penguatan masyarakat, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pencegahan terorisme. Upaya deradikalisasi terorisme merupakan upaya persuasif kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak tersesat dalam pemahaman yang salah, apalagi sampai berpartisipasi dalam kelompok teroris. Konsep deradikalisasi sejatinya berbeda dengan konsep terorisme dalam perspektif hukum.

Deradikalisasi perlu dipahami masyarakat sipil karena terorisme sebagai kejahatan luar biasa, tidak dapat hanya dihadapi dengan pendekatan hard approach  tetapi juga soft approach. Hard approach adalah suatu cara yang dilakukan menggunakan tindakan penyergapan, penangkapan, penyerangan yang dilakukan oleh aparat negara terhadap kelompok teror. Pendekatan hard approach jelas pelakunya adalah aparat penegak hukum. Sementara pendekatan soft approach menggunakan cara seperti melakukan penyuluhan, pembimbingan, pengajaran, persuasi terhadap kelompok teror aktif maupun yang sudah insaf. Soft approach ini juga dapat dilakukan dengan menyasar masyarakat luas agar tidak terperangkap masuk ke dalam ajaran-ajaran radikal. Pendekatan soft approach, yang bersifat preventif, bertujuan untuk mematikan sumber api terorisme, yakni paham keagamaan radikal. Inilah arti penting dari deradikalisasi dan dengan cara ini pula masyarakat sipil Indonesia dapat berperan (Arinda Karamoy, 2016).

Dalam rangka untuk mengkoordinasikan seluruh potensi negara untuk menangkal dan menanggulangi radikalisme dan terorisme di Indonesia, pemerintah membentuk BNPT berdasar Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010. Kegiatan penangkalan dan penanggulangan teror, antara lain meliputi kemampuan deteksi dini, cegah dini, penanggulangan, pengungkapan, rehabilitasi akibat teror, dan yang tidak kalah pentingnya adalah deradikalisasi. Secara resmi, kebijakan pemerintah dalam pemberantasan terorisme dititikberatkan kepada dua hal, yaitu:

a. Upaya penegakan hukum secara adil dan transparan; dan 

b. Counter-radicalism (program deradikalisasi) untuk menetralisir ideologi radikal yang menjadi pemicu utama terjadinya aksi terorisme. 

Strategi pencegahan berhubungan dengan tindakan preventif atau deteksi dini sebelum aksi teror terjadi. Sedangkan strategi penindakan dilakukan setelah aksi teror terjadi. Strategi ini berupa penangkapan dan penyidikan terhadap orangorang yang diduga pelaku terorisme. Dalam proses peradilan hingga mendapat keputusan hukum tetap dan menjalani proses pemidanaan (sebagai napi), BNPT tidak lagi bertanggung jawab terhadap pelaku terorisme tersebut. Deradikalisasi tahap pencegahan ini sangat penting dan memegang kunci bagi keberhasilan penanggulangan atau penghentian radikalisme di Indonesia. Jika tahap ini berhasil, maka deradikalisasi pada tahap berikutnya tidak dibutuhkan lagi. Asumsinya, jika radikalisme beragama tidak berkembang, maka kemungkinan besar tidak ditemukan lagi aksi-aksi terorisme di Indonesia. Sejalan dengan itu, strategi penindakan juga tidak dibutuhkan, begitu pula dengan deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan (Abu Rokhmad, 2014:31).

Sasaran dan target deradikalisasi tahap pencegahan adalah masyarakat luas, baik yang sudah mengidap virus radikalisme dan terutama yang belum terkena pengaruh radikalisme. Dengan menggandeng banyak pihak, baik lembaga negara maupun peran serta masyarakat, program deradikalisme ini sangat positif. Deradikalisasi tahap penindakan lebih banyak berkaitan dengan wilayah penegakan hukum yang dilakukan oleh BNPT, kepolisian, kejaksaan dan hakim yang memutuskan perkara terorisme. Tahap ini lebih banyak mengandalkan show of force dari aparat untuk menjaga kewibawaan negara. Sekalipun dapat dikatakan terlambat karena radikalisme sudah berbuah teror dalam bentuk nyata, upaya deradikalisasi tetap dilakukan sekalipun dengan sasaran terbatas, yaitu pelaku teror dan jaringannya. Di sela-sela menjalani proses hukum, tersangka atau terdakwa dapat disentuh hatinya agar menyadari kekeliruan dalam tindakan teror yang dilakukan. Program deradikalisasi adalah keharusan agar yang radikal menjadi moderat (curative deradicalization), dan yang moderat tidak menjadi radikal (preservative and preventive deradicalization).

Program deradikalisasi yang dilakukan pemerintah bisa menjadi ujung tombak dalam sosialisasi dan antisipasi bahaya radikalisme dan terorisme di Indonesia. Deradikalisasi dapat dimulai langsung dari akar radikalisme yang dimaksudkan sebagai deradikalisasi pencegahan dan pemeliharaan. Dengan model ini, deradikalisasi bersifat proaktif dan tidak menunggu sampai terjadi, misalnya aksi terorisme. Selain itu, model ini dapat digunakan untuk deteksi dini apakah seseorang atau sekelompok orang berpotensi berpikir dan bertindak radikal. Deradikalisasi merupakan kerja lanjutan setelah diketahui akar radikalisme paham radikal. Oleh karena itu, setiap pelaku radikalisme bersifat unik dan berbeda antara satu dengan yang lainnya, maka dibutuhkan penelitian lanjutan untuk menyusun modul deradikalisasi paham radikal yang lebih komprehensif dan aplikatif. Modul ini akan menjadi panduan bagi kerja deradikalisasi, baik untuk deradikalisasi pencegahan maupun penyembuhan.

3. Kebijakan Formulasi Deradikalisasi Dapat Diformulasikan Menjadi Undang-Undang Khusus Deradikalisasi Terorisme

Program deradikalisasi Arab Saudi mendisain model yang lebih komprehensif dibanding yang dilakukan Yaman, melalui apa yang dikenal dengan istilah PRAC (Prevention, Rehabilitation and After Care atau pencegahan, rehabilitasi dan perawatan psca program), yang dilakukan oleh suatu lembaga Lajnah al-Munashahah (Komite Penasihat). Lembaga ini dibentuk pada tahun 2003 dan bernaung dibawah Departemen Dalam Negeri (di bawah pimpinan Deputi II Kabinet dan Menteri Dalam Negeri, Pangeran Nayif bin Abdul Aziz rahimahullah) dan Biro Investigasi Umum. Tugas utama Lajnah al-Munashahah adalah memberikan nasihat dan berdialog dengan para narapidana kasus terorisme di penjara-penjara Arab Saudi. Lajnah al-Munashahah terdiri dari 4 komisi atau sub komite, yaitu:Lajnah ‘Ilmiyyah (Komisi Ilmiah), Lajnah Amniyyah (Komisi Keamanan) Lajnah Nafsiyyah Ijtima’iyyah (Komisi Psikologi dan Sosial) Lajnah I’lamiyyah (Komisi media atau Penerangan) (Anas Burhanudi, 2016).

Pada tahap awal, dilakukan pememeriksaan kondisi psikis dan tingkat pengetahuan narapidana untuk kepentingan pengelompokan. Selanjutnya narapidana diwajibkan mengikuti program ceramah antiterorisme yang dilakukan oleh ulama-ulama terkemuka Arab Saudi dan ditayangkan langsung melalui fasilitas televisi yang ada di dalam ruang tahanan, yang di dalamnya juga disediakan sarana komunikasi untuk berdialog langsung denganpenceramah. Bagi mereka yang lulus dalam program tahap pertama kemudian diikutkan dalam program pembinaan terpadu yang dikenal dengan istilah Care Center. Setelah dinyatakan lulus dari semua tahapan program, mereka dibebaskan dan diberikan bekal finansial sebagai modal usaha. Tapi bila ada yang kembali ke jalan kekerasan, sesuai dengan perjanjian yang harus ditandatangani sebelum dinyatakan bebas, keluarga mereka akan ditangkap oleh aparat Arab Saudi.

Pola penanggulangan terorisme sekarang ini dilakukan pemerintah melalui BNPT dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu dengan pendekatan hard approach, dilaksanakan dengan mendorong aparat penegak hukum (Polri, Kejaksaan Agung, dan Hakim) dengan didukung oleh TNI untuk melaksanakan penegakan hukum secara transparan dan profesional. Sedangkan untuk pendekatan soft approach, dilaksanakan oleh BNPT dengan melaksanakan program deradikalisasi dan kontra radikalisasi. Program deradikalisasi dilaksanakan kepada pelaku aksi teror, keluarga dan simpatisan. Program kontra radikalisasi dilaksanakan kepada masyarakat umum untuk meningkatkan daya tangkal terhadap paham radikal terorisme. Penanggulangan teroris juga dilakukan di luar dan dalam negeri. Untuk tingkat internasional, BNPT melakukan addres condition conducive to terrorism, prevent and combating terrorism, strengthen state capacity, respect for human right for all and the rule of law. Sementara untuk penanggulangan teroris dalam negeri, BNPT melakukan pencegahan (termasuk deradikalisasi), penindakan (penegakan hukum dan inteligen), kesiapsiagaan dan kerjasama internasional. Kebijakan dan strategi penanggulangan terorisme dilaksanakan melalui satu program, yaitu program penanggulangan terorisme (Saud Usman Nasution, 2016).

Pendekatan secara soft approach juga dibutuhkan untuk mengimbangi pendekatan hard approach yang selama ini dilakukan pemerintah Indonesia diperlukan agar dapat merubah cara pandang pelaku teroris untuk meninggalkan kegiatan terorisnya, membantu aparat hukum untuk memberikan informasi intelijen terkait dengan jaringan dan aktivitas teroris, dan dapat menyuruh rekan-rekannya selaku teroris untuk mau bekerjasama dengan aparat hukum. Berdasarkan assessment yang dilakukan oleh International Crisis Group, pendekatan secara soft approach sangat efektif dalam mempersuasikan teroris untuk meninggalkan aktivitas terornya dan dapat bekerjasama dengan aparat hukum untuk menanggulangi kejahatan terorisme. Lalu untuk pendekatan kombinasi hard approach dan soft approach yang mulai dijalankan pemerintah saat Reformasi melalui BNPT selaku lembaga koordinator juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah kebijakan yang lebih melindungi hak asasi manusia melalui deradikalisasi kepada narapidana terorisme, mengutamakan penyelesaian jalur hukum, melibatkan masyarakat dalam pengendalian terorisme, dan berperan dalam pencegahan sekaligus penyelesaian akar masalah terorisme.

Pendekatan hard approach sudah memberi banyak capaian yang signifikan bagi pemberantasan terorisme. Prestasi pendekatan hard approach ini juga sudah banyak diakui oleh dunia internasional. Masalahnya, penanggulangan masalah radikalisme yang akhirnya menuju tindak terorisme ini tidak hanya memerlukan pendekatan “keras” saja. Pendekatan “lunak” (soft approach) juga dibutuhkan, karena terorisme melibatkan ideologi serta terkait dengan faktor-faktor sosial, ekonomi, politk, dan budaya di dalam masyarakat. Sehingga pendekatan “lunak” ini menjadi begitu penting untuk menetralisasi pengaruh ideologi radikal, yang khususnya mengatasnamakan agama. Melihat perkembangan diseminasi ideologi radikal sudah begitu bebas dan meluas melalui berbagai medium, oleh karena itu pengembangan dan sosialisasi program deradikalisasi menajadi makin penting. Meski pentolan-pentolan kelompok teror banyak yang sudah tertangkap atau tewas, namun kaderisasi tidak lah berhenti dan yang paling akhir adalah munculnya dukungan terhadap ISIS dari kelompok-kelompok radikal. Melalui pendekatan netralisasi ideologi, penanggulangan terorisme akan dapat lebih mendalam dan berimplikasi jauh, karena dapat menyentuh sampai pada akarnya terdalam yaitu ideologi.

Deradikalisasi yang diwujudkan melalui suatu program memiliki kesamaan karakteristik di beberapa negara. Persamaan program tersebut diketahui oleh Counter-Terrorism Implementation Task Force (CTITF) ada sebelas jenis, yakni:

a. Pelibatan dan kerjasama dengan masyarakat umum;

b. Pelaksanaan program khusus dalam penjara;

c. Program pendidikan;

d. Pengembangan dialog lintas budaya;

e. Kerjasama global dalam penanggulangan terorisme;

f. Pengawasan terhadap cyber terorisme;

g. Perbaikan perangkat perundang-undangan;

h. Program rehabilitasi;

i. Pengembangan dan penyebaran informasi baik regional; dan

j. Pelatihan serta kualifikasi para agen yang terlibat di dalam melaksanakan kebijakan kontra radikalisasi (TITF, 2008:5)
Pada dasarnya deradikalisasi merupakan proses meyakinkan kelompok radikal untuk meninggalkan penggunaan kekerasan dalam bertindak. Deradikalisasi dapat berkaitan dengan proses menciptakan lingkungan yang mencegah tumbuhnya gerakan-gerakan radikal dengan cara menanggapi “root causes” (akar-akar penyebab) yang mendorong tumbuhnya gerakan-gerakan radikal. Deradikalisasi juga dapat bermakna bahwa menyebarkan kebaikan (agama) tidak boleh menggunakan cara yang tidak baik (kekerasan). Kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan ide yang selalu ada dalam terorisme (A.M. Hendropriyono, 2009:34). Dalam konteks perang terhadap terorisme, konsep deradikalisasi, harus dijadikan sebagai “kontra-ideologi (radikalisme) terorisme” yang melembaga (dan membudaya) dalam kehidupan masyarakat sampai pada lapisan paling terbawah. Konsep deradikalisasi perlu diperkuat dengan komitmen pemerintah untuk meniadakan ketidakadilan sosial dan ekonomi masyarakat

Program deradikalisasi perlu diperluas lagi, dari yang hanya menyentuh para narapidana aksi teror dan mantan teroris, harus menyasar masyarakat lebih luas lagi. Di sinilah, pelibatan masyarakat sipil Indonesia berperan dan berfungsi terutama dalam sistem masyarakat demokratis. Masyarakat sipil dapat menjadi mitra penting bagi pemerintah dan melakukan berbagai kegiatan yang tidak mungkin dilakukan pemerintah dan aparatnya. Organisasi masyarakat sipil memiliki kapasitas dalam mengomunikasikan dan menyosialisasikan gagasan, pengalaman dan inovasi secara lebih intensif. Aktivitas ini akan lebih mudah diterima sesama warga masyarakat dibanding jika pemerintah yang melakukan. Program deradikalisasi adalah program yang unik dan dipercaya mampu menanggulangi terorisme namun dibutuhkan komitmen, tenaga, biaya dan waktu untuk menjadikannya mendekati sempurna. Presiden Joko Widodo baru-baru ini sudah memberi sinyal sebagai bentuk komitmen pemerintah dengan mengajak berbagai ormas untuk bergabung dalam program deradikalisasi. Karena menekan atau bahkan menghapus suatu ideologi radikal bukanlah perkara mudah. Berpikir secara radikal mustahil untuk dihalangi tapi bagaimana cara meminimalkan ideologi radikal berkembang bebas dan meluas di dalam kehidupan bermasyarakat, dapat dilakukan bersama.

Manfaat atau keuntungan yang didapat dari program deradikalisasi adalah counter terorisme, cegah radikalisme, perbandingan faham, mengelak dari provokasi kebencian, permusuhan atas nama agama, cegah masyarakat dari indoktrinasi, dan partisipasi masyarakat tolak terorisme. Program deradikalisasi yang sudah berjalan saat ini, hendaknya kembali diberikan dukungan oleh pihak pemerintah beserta masyarakat luas. Terutama upaya untuk mendukung pembentukan payung hukum dalam melaksanakan program deradikalisasi teroris di Indonesia. Basis pola penanganan terorisme yang dilakukan lewat program deradikalisasi di Indonsia, tentunya memiliki dasar pemikiran yang telah jelas serta melewati proses pengkajian secara insentif. Polri sejak tahun 2000 telah banyak melakukan penangkapan terhadap pelaku teror. Akan tetapi semakin hari angka penangkapan tersebut secara terus-menerus semakin meningkat, karena yang dihadapi oleh jajaran penegak hukum adalah jaringan yang didasarkan atas ideologi radikal atau keyakinan keagamaan yang disesatkan.

Penangkapan demi penangkapan tidak akan mampu menanggulangi masalah terorisme secara keseluruhan. Semakin banyak pelaku terorisme yang ditangkap juga bukan ukuran keberhasilan dalam penanganan masalah terorisme. Selanjutnya, penanganan terorisme dengan pendekatan kekerasan tidak akan pernah berhasil untuk dapat mengatasi kejahatan terorisme, karena untuk menghadapi kekerasan bahkan sampai ke kematian. Kematian teroris adalah tujuan yang sangat mulia, yang didambakan oleh para mujahid. Karena itu, mencegah terjadinya serangan teror serta mengembalikan cara berpikir radikal, jauh lebih baik. Hal itu dipandang lebih baik karena ongkosnya lebih murah, menghindari jatuhnya korban dan tumpahnya darah anak bangsa. Berdasarkan kenyataan tersebut program deradikalisasi dibuat dan dilaksanakan oleh Satuan 

Pelaksanaan program deradikalisasi yang semakin efektif dan mampu untuk memberikan kontribusi signifikan bagi penaggulangan terorisme harus terus menerus dievaluasi dan dikembangkan. Hal ini perlu dilakukan baik dalam tataran konseptual dan kebijakan publik. Kelompok terorisme yang selalu melakukan penyesuaian dan perubahan strategi dan taktik di berbagai negara tidak mungkin hanya dihadapi dengan strategi dan taktik yang stagnan oleh negara dan masyarakat internasional. Dalam hal ini, yang patut diawasi pemerintah Indonesia adalah kemungkinan semakin berkembangnya ajaran-ajaran radikal di masing-masing Lembaga Pemasyarakatan Indonesia. Pelaku teror yang sudah dikenakan sanksi hukuman penjara nyatanya tidak berdiam diri. Mereka bahkan menulis dan menyebarkan pemikiran-pemikiran radikal di balik jeruji dan tetap mendapatkan simpatisan-simpatisan dari para pendukungnya. Melihat hal ini, Pemerintah perlu melakukan program radikalisasi terhadap napi dan mantan teroris. Deradikalisasi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme dengan tujuan untuk memberikan kesadaran bagi para napi dan mantan teroris untuk tidak kembali melakukan tindak pidana terorisme.

Program deradikalisasi yang persuasif dapat mengatasi keterbatasan hukum pidana. Program tersebut juga tidak akan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang telah dilindungi oleh hukum nasional atau internasional. Program yang sifatnya sosial dapat diberikan kepada orang-orang yang belum melakukan tindak pidana, atau kepada anggota masyarakat yang menjadi simpatisan dan belum terlibat aksi terorisme atau anggota organisasi teroris itu sendiri. Mereka harus segera dilibatkan dalam program deradikalisasi terorisme, hal ini menjadi penting untuk mengeliminasi bahaya laten terorisme. Program reorientasi motivasi dan re-edukasi dapat dilakukan lewat dialog, forum diskusi, debat terbuka, atau kelas khusus untuk penanganan secara intensif. Perbaikan manajemen Lembaga Pemasyarakatan menjadu penting karena memiliki fungsi agar penjara tidak lagi dapat dijadikan sebagai tempat sekolah teroris bagi napi non teroris atau napi terorisme menjadi semakin radikal. Perbaikan manajemen kemudian ditingkatkan seperti halnya menerapkan fokus penanganan terpadu terhadap napi terorisme.
D. PENUTUP

1. Kesimpulan
a. Radikalisme merupakan pandangan yang ingin melakukan suatu perubahan mendasar sesuai dengan interpretasi ideologi yang dianut ataupun realitas sosial yang ada. Perubahan radikal tersebut dapat dilakukan dengan cara persuasif yang damai tetapi juga dapat dengan kekerasan fisik ataupun kekerasan simbolik. Pada akhirnya, radikalisme cenderung identik dengan tindak kekerasan bahkan sampai pada bunuh diri menuju kebermaknaan hidup yang diyakininya. Pola dan jaringan dari sekian banyak kasus terorisme yang terjadi di Indonesia, pola dan jaringannya terlihat mengalami perubahan dan berkembang dari satu pola ke pola yang lain. perubahan yang paling terlihat adalah pergeseran dari terorisme tradisional menjadi pola modern.
b. Deradikalisasi yang menjadi formula terbaru untuk mengatasi ancaman terorisme memiliki kaitan dengan deideologisasi. Pemerintah melalui Polri menggalakan upaya deradikalisasi terorisme. Upaya ini ditujukan untuk mengimbangi upaya pemberantasan terorisme melalui cara konvensional. Sasaran dan target deradikalisasi tahap pencegahan adalah masyarakat luas, baik yang sudah mengidap virus radikalisme dan terutama yang belum terkena pengaruh radikalisme. Program deradikalisasi yang dilakukan pemerintah bisa menjadi ujung tombak dalam sosialisasi dan antisipasi bahaya radikalisme dan terorisme di Indonesia. Deradikalisasi dapat dimulai langsung dari akar radikalisme yang dimaksudkan sebagai deradikalisasi pencegahan dan pemeliharaan. Dengan model ini, deradikalisasi bersifat proaktif dan tidak menunggu sampai terjadi, misalnya aksi terorisme.
c. Deradikalisasi merupakan perubahan pola dalam penanganan terorisme saat ini. Pada dasarnya deradikalisasi merupakan proses meyakinkan kelompok radikal untuk meninggalkan penggunaan kekerasan dalam bertindak. Deradikalisasi dapat berkaitan dengan proses menciptakan lingkungan yang mencegah tumbuhnya gerakan radikal dengan cara menanggapi akar penyebab yang mendorong tumbuhnya gerakan radikal. Deradikalisasi juga dapat bermakna bahwa menyebarkan kebaikan (agama) tidak boleh menggunakan cara yang tidak baik (kekerasan). Manfaat program deradikalisasi adalah counter terorisme, cegah radikalisme, perbandingan faham, mengelak dari provokasi kebencian, permusuhan atas nama agama, cegah masyarakat dari indoktrinasi, dan partisipasi masyarakat tolak terorisme. Program deradikalisasi yang sudah berjalan saat ini, hendaknya kembali diberikan dukungan oleh pihak pemerintah beserta masyarakat luas.
2. Saran

a. Di Indonesia agama merupakan isu yang sensitif, tidak jarang terjadi konflik horisontal akibat kesalahpahaman dalam kehidupan beragama. Oleh karena itu, dibutuhkan ekstra kehati-hatian ekstra dalam menangani kejahatan terorisme yang bermotivasi agama. Diharapkan Pemerintah terus memberikan penegasan melalui program deradikalisasi, sehingga pemberantasan terorisme tidak dianggap sebagai pemberantasan terhadap suatu umat agama tertentu.
b. Deradikalisasi terorisme diwujudkan dengan program reorientasi motivasi, re-edukasi, resosialisasi, serta mengupayakan kesejahteraan sosial atau kesetaraan dengan masyarakat lain bagi mereka yang pernah terlibat terorisme maupun bagi simpatisan, sehingga timbul rasa nasionalisme dan mau berpartisipasi layaknya Warga Negara Indonesia. Diharapkan Pemerintah melalui Polri menggalakan upaya deradikalisasi terorisme dengan upaya deradikalisasi ini ditujukan untuk mengimbangi upaya pemberantasan terorisme melalui cara konvensional, misalnya penggerebekan, penangkapan, sampai dengan penghentian aksi teror.
c. Program deradikalisasi dapat memutus mata rantai terorisme diindikasikan belum memberikan perubahan yang signifikan dalam penanggulangan terorisme di Indonesia, maka program deradikalisasi perlu diperluas lagi, dari yang hanya menyentuh para narapidana aksi teror dan mantan teroris, harus menyasar masyarakat lebih luas lagi. Di sinilah, pelibatan masyarakat sipil Indonesia berperan dan berfungsi terutama dalam sistem masyarakat demokratis. Pemerintah dapat segera membentuk kebijakan dalam bentuk undang-undang khusus deradikalisasi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia.
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